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Framework: PencegahanPendanaanTerorisme
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1. UN SecurityCouncilResolution1267 (15 Oktober 1999): ConsolidatedTerrorist List
yangdikeluarkanolehDKPBB.

2. UN SecurityCouncilResolution1373(28 September2001): ConsolidatedTerroristList
yangditetapkanolehPemerintah(dalamhal ini DTTOT).

United Nations

Financial Action Task Force (FATF) 

Rekomendasi FATF No. 1 dan Interpretive Note -
άAssessing Risks and Applying a Risk-ōŀǎŜŘ !ǇǇǊƻŀŎƘέ

Rekomendasi FATF No. 2 dan Interpretive Note -
άbŀǘƛƻƴŀƭ /ƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ ŀƴŘ /ƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴέ

Rekomendasi FATF No. 6 -άTargeted Financial 
{ŀƴŎǘƛƻƴǎ wŜƭŀǘŜŘ ǘƻ ¢ŜǊǊƻǊƛǎƳ ŀƴŘ ¢ŜǊǊƻǊƛǎǘ CƛƴŀƴŎƛƴƎέ

Mewajibkannegaradan entitas sektor swastauntuk mengidentifikasi, menilai,
mengelola, dan mengurangirisiko potensi pelanggaran, non-implementasiatau
penghindarandari targetedfinancialsanctionsrelatedto terrorist financing.

Meningkatkankerjasamadomestik, koordinasi, dan pertukaraninformasi antara
otoritasnasionaluntuk pencegahanPendanaanTerorisme.

Menerapkantargeted financial sanctionsuntuk memenuhi ResolusiPBByang
berkaitan dengan pencegahan, penindasan, dan gangguan Terorisme serta
kewajibanuntuk melakukanpembekuandanaatau assetyangberkaitandengan
kegiatandimaksudsecarawithout delay.

International Convention for The 
Suppression of the Financing Terrorism 

telahdiratifikasidenganUU 6/2006

DiadopsidalamUU 9/2013 tentang
Pencegahandan Pemberantasan

PendanaanTerorisme

The resolutions require countries to freeze without delay the funds or other assets of, and to 
ensure that no funds or other assets are made available, directly or indirectly, to or for the 

benefit of, any person or entity:
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Framework: Pencegahan Pendanaan Terorisme

PeraturanBersamaKetua MahkamahAgungRepublik Indonesia,Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,KepalaKepolisianNegara
RepublikIndonesia,KepalaBadanNasionalPenanggulanganTerorisme, dan KepalaPusatPelaporandan AnalisisTransaksiKeuangan
tentang PencantumanIdentitas Orangdan KorporasiDalam Daftar TerdugaTerorisdan OrganisasiTeroris dan Pemblokiran Secara
SertaMerta atasDanaMilik OrangatauKorporasiyangTercantumDalamDaftarTerdugaTerorisdanOrganisasiTeroris.

SuratEdaranOtoritas JasaKeuangan(SEOJK)Nomor 29/SEOJK.01/ 2019TentangPerubahanAtas SuratEdaranOtoritas Jasa
KeuanganNomor 38 /POJK.01/ 2019TentangPedomanPemblokiranSecaraSertaMerta Atas DanaNasabahdi SektorJasa
KeuanganYangIdentitasnyaTercantumDalamDaftarTerdugaTerorisdanOrganisasiTeroris.

UU No. 9/ 2013 tentang PP TPPT: LPP memiliki kewenangan pengawasan,pengaturan, dan/atau
pengenaansanksiterhadapPihakPelapor.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No
12/POJK.01/ 2017 sebagaimanatelah diubah dengan
POJK No 23/POJK.01/ 2019 tentang Penerapan
ProgramAPUPPTdi SektorJasaKeuangan.

PeraturanOtoritas JasaKeuangan(POJK)No 8 Tahun
2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan
PPPSPMdi SektorJasaKeuangan.



Perintahdari PPATK terkat PenghentianSementaraTransaksisebagai
UpayaMeningkatkanFreezingWithout Delay
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Untuk mensiasatiadanya lag waktu penetapanDTTOTyang membutuhkan prosesdi pengadilan, yang berdampakpada sulitnya implementasi Freezing
Without Delaysesuaiwaktu publikasiDewanKeamananPBB,makaditerbitkan:

Disampaikanoleh Tim MER PPATK pada RapatatasUndanganOJK terkait IO4 tanggal5 Mei 2021

PeraturanKepalaPPATK Nomor18 Tahun2017
tentangPelaksanaanPenghentianSementaraDan PenundaanTransaksiOleh PenyediaJasa Keuangan.

Permintaan Penghentian Sementara Transaksi 
disampaikan oleh PPATK atas dasar adanya:
Å indikasi awal tindak pidana pencucian uang 

dan/atau tindak pidana lain, atau terdapat harta 
kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana;

Å kebutuhan untuk percepatan penyampaian 
informasi yang signifikan untuk memperjelas 
indikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau 
tindak pidana lain; 

Å daftar individu dan entitas yang dikenakan sanksi 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa karena terkait 
dengan teroris dan organisasi teroris; dan/atau 

Å informasi lain yang diterima PPATK. 

Informasi individu dan entitas sebagaimana 
dimaksud dilakukan atas dasar publikasi PBB. 
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Pasal 47 POJK 8/2023

Ç PJKdapatmelakukanpenundaantransaksidalam hal: 

1. Nasabah atau WIC melakukan transaksi yang diketahui 
dan/atau patut diduga menggunakan harta kekayaan yang 
berasal dari hasil tindak pidana; 

2. Nasabah diketahui dan/atau patut diduga memiliki rekening 
untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil 
tindak pidana; dan/atau 

3. Nasabah atau WIC diketahui dan/atau patut diduga 
menggunakan dokumen palsu.

Ç PJK wajib melakukan penundaan transaksi sesaat setelah 
menerima perintah/permintaan penundaan transaksi dari 
PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim.

Penundaan dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung 
sejak penundaan transaksi dilakukan

Penundaan dan 

Penghentian Sementara Transaksi

Berdasarkan POJK 8 Tahun 2023

PJK dapat melakukan
penghentian sementara 
untuk seluruh atau 
sebagian transaksidalam 
hal terdapat permintaan 
dari PPATK. 

Pasal 48 POJK 8/2023



Pencegahan Pendanaan 
Proliferasi Senjata 
Pemusnah Massal

9



Framework: PencegahanPendanaanProliferasi
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1. UNSecurityCouncilResolution1540(2004) (Non-StateActors)
2. OtherUNSecurityCouncilResolutions(StateActors)
Ç DPRK(UNSCRbetween2006-2018)
Ç Iran UNSCR2231(2015)

United Nations

Financial Action Task Force (FATF) 

Rekomendasi FATF No. 1 dan Interpretive Note -
άAssessing Risks and Applying a Risk-ōŀǎŜŘ !ǇǇǊƻŀŎƘέ

Rekomendasi FATF No. 2 dan Interpretive Note -
άbŀǘƛƻƴŀƭ /ƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴ ŀƴŘ /ƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴέ

Rekomendasi FATF No. 7  -άTargeted Financial 
{ŀƴŎǘƛƻƴǎ wŜƭŀǘŜŘ ǘƻ tǊƻƭƛŦŜǊŀǘƛƻƴέ

Mewajibkannegaradan entitas sektor swastauntuk mengidentifikasi, menilai,
mengelola, dan mengurangirisiko potensi pelanggaran, non-implementasiatau
penghindarandari targetedfinancialsanctionsrelatedto proliferationfinancing.

Meningkatkankerjasamadomestik, koordinasi, dan pertukaraninformasi antara
otoritas nasional untuk pencegahanPendanaanProliferasi SenjataPemunsah
Massal.

Menerapkantargeted financial sanctionsuntuk memenuhi ResolusiPBByang
berkaitan dengan pencegahan, penindasan, dan gangguanProliferasi Senjata
PemusnahMassalsertakewajibanuntuk melakukanpembekuandanaatau asset
yangberkaitandengankegiatandimaksudsecarawithout delay.

Updated October 2020

Updated October 2020

semua Negara harus menahan diri dari
memberikan segala bentuk dukungan kepada
Non-State Actorsdan State Actorsyang terkait
dengan tindakan PPSPMdan Terorisme, baik
secaralangsungdantidak langsung.
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Framework: PencegahanPendanaanProliferasi

Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata 
Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta  Atas Dana Milik Orang atau Korporasi  yang Tercantum Dalam 
Daftar  Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, beserta perubahannya.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 31/SEOJK.01/ 2019 tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta 
atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata 
Pemusnah Massal.

UU No. 8/2010 tentang PP TPPU & UU No. 9/2013 tentang PP TPPT: LPP memiliki kewenangan pengawasan, 
pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No
12/POJK.01/ 2017 sebagaimanatelah diubah dengan
POJK No 23/POJK.01/ 2019 tentang Penerapan
ProgramAPUPPTdi SektorJasaKeuangan.

PeraturanOtoritas JasaKeuangan(POJK)No 8 Tahun
2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan
PPPSPMdi SektorJasaKeuangan.



DefinisiPendanaanProliferasi
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FATF Combating Proliferation Financing (Feb 2010)

Tindakan menyediakan dana atau layanan keuanganyang digunakan secarakeseluruhan atau sebagian, untuk pembuatan,
akuisisi, kepemilikan, pengembangan, ekspor, transhipment, perantara, pengangkutan, transfer, penimbunan, atau penggunaan
senjatanuklir, kimia, radiologi, atau biologi dan saranapengirimanserta materi terkait (termasukteknologi dan barangdual-use
goodsyangdigunakanuntuk tujuan tidak sah), yangbertentangandenganundang-undangnasionalatau kewajibaninternasional
(whereapplicable).

Karakteristikdari PendanaanProliferasi

Item industri yang digunakan
secaradual-use, masukpada 

daftar export control, atau tidak
masukpada daftar export control 
(contoh: Nuclear Suppliers Group 
(NSG), Missile Technology Control 

Regime (MTCR) lists).

Transaksiumumnya
dilakukanmelalui

Lembaga Jasa Keuangan 
formal.

Memiliki jaringanagen
pengadaanyang 

kompleksdan front 
companies di beberapa

yurisdiksi.

Agenpengadaanterlibat
pada kasuspenipuan, 

berorientasipada profit.

Sumber dana 
tersembunyi (individu, 

entitas, dan/atau negara 
beroperasi secara 

terselubung).

Sumber: Jonathan Brewer, KigsCollege London 2018



Kewajiban Pelaporan terkait Pendanaan Terorisme dan 
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
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OJK menyampaikan Daftar DTTOT&
PPSPM serta setiap perubahannya
disertai dengan permintaan
Pemblokiran secara serta merta
terhadap seluruh Dana yang dimiliki
atau dikuasai, baik secara langsung
maupun tidak langsung, oleh orang
perseorangan atau Korporasi
sebagaimanaSurat Keputusan Kepala
PPATKkepadaPJK,melaluiSIGAP.

Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi 
Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta  Atas 
Dana Milik Orang atau Korporasi  yang Tercantum Dalam Daftar  Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah 

Massal 
Telah terdapat perubahan Peraturan Bersama pada 16 Mei 2023

31 Mei 2017 
menerbitkan

Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi 
Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran Secara Serta Merta  Atas Dana Milik 

Orang atau Korporasi  yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
11 Februari2015 

menerbitkan

PeraturanBersamaterkait DTTOT & DaftarPPSPM

*) untuk penetapanDTTOT yang bersumberdari pemerintahIndonesia, dimulaidari penetapanPolridan dilanjutkandenganpermintaanrekomendasidari PPATK, BIN, BNPT.



Kewajiban Pelaporan ke OJK

LaporanBerdasarkanSEOJKDTTOTdanSEOJKProliferasi
a. TembusanLaporanNihil; atau
b. TembusanLaporanPemblokiranSecaraSertaMerta;
yang disampaikansetiap kali terdapat pembaharuandata
DTTOTdan Daftar PendanaanProliferasiSenjataPemusnah
Massal.

PJK

PJKwajib menyampaikanlaporanke OJKterkait PendanaanTerorismedan PendanaanProliferasiSenjataPemusnah
Massal, yaitu:
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Dalamhal berdasarkanhasil identifikasi PJK tidak terdapat kesamaannama
Nasabah denganDTTOT dan Daftar Proliferasi, makaPJK wajib menyampaikan

Laporan Nihil.



Laporan Berdasarkan SEOJK DTTOT dan SEOJK Proliferasi
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Penyampaian tembusan Berita Acara Pemblokiran dan Laporan Pemblokiran, serta Laporan Nihil terkait DTTOT 
dan Daftar Proliferasi oleh PJKke OJK dilakukanmelalui SIGAP sejak23 Juni 2020.

Untuk LKM dan PenyelenggaraLPBBTI berlakuefektif sejakMaret 2021.

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi 
Teroris (DTTOT)

Å SEOJK No.29 /SEOJK.01/2019 tentang Perubahan 
atas SEOJK No. 38/SEOJK.01/2017 tentang 
Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas 
Dana Nasabah di SJK yang identitasnya tercantum 
dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi 
Teroris.

Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata 
Pemusnah Massal

Å SEOJK No.31/SEOJK.01/2019 tentang Pedoman 
Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana 
Nasabah di SJK yang Identitasnya Tercantum 
dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata 
Pemusnah Massal.

Menyampaikan laporan 
NIHIL/ Pemblokiran secara 
serta merta kepada Kepala
PPATKdengantembusan 

kepada OJK(melaluiSIGAP)

Menyampaikan laporan 
NIHIL/ Pemblokiran secara 
serta merta kepada Kapolri 
dengantembusan kepada 

OJK(melaluiSIGAP)

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA
Cq. KEPALA DENSUS 88
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Jalan TrunojoyoNomor3
Jakarta
atau
Email: dttot.report@gmail.com/dttot.report.2 
@gmail.com

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan cq. Direktur Hukum
Jalan Ir. H. JuandaNomor35
Jakarta Pusat 10120
atau
Email: pemblokiran.wmd@ppatk.go.id, atau
fax kenomor021-3856809



Tindak Lanjut

DTTOT & PPPSPM
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PJKwajib memeliharadanmengkinikan
DTTOTdan/atauDPPSPM1

4

3

2
5

6

PJKdilarang menyediakan, memberikan,
atau meminjamkan dana kepada atau
untuk kepentinganorang atau Korporasi
yang identitasnya tercantum dalam
DTTOTdan/atauDPPSPM

PJK wajib melakukan identifikasi dan 
memastikan kesesuaian identitas dan 
informasi lain mengenai Nasabah dengan 
identitas dan informasi lain yang 
tercantum dalam DTTOT dan/atau 
DPPSPM

Dalam hal dilakukan pemblokiran, PJK wajib
melaporkannyasebagaiLTKM

Dalam hal terdapat kesesuaian identitas dan 
informasi lain terkait Nasabah atau Pemilik Manfaat 
(Beneficial Owner) dengan identitas dan informasi 
lain yang tercantum dalam DTTOT dan/atau DPPSPM 
PJK wajib melakukan Pemblokiran secara serta merta 
tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan 
sebelumnya kepada Nasabah atau Pemilik Manfaat 
(Beneficial Owner)

PJK wajib melakukan mitigasi risiko atas 
kemungkinan terjadinya false positive atau false 
negative

Pasal 53 ayat (1) s.d. (6) POJK 8/2023



Tindak Lanjut

DTTOT & PPPSPM
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PJKyangmelakukanPemblokiransecara
serta merta tanpa penundaan wajib
membuat berita acara Pemblokiran 
secara serta merta tanpa penundaan.

7
10

8 11 laporan nihil wajib ditembuskan kepada OJK 
melalui SIGAP

Dalam hal tidak ditemukan kesesuaian identitas 
dan informasi lain terkait Nasabah dengan 
identitas dan informasi lain yang tercantum 
dalam DTTOT dan/atau DPPSPM, PJK wajib 
menyampaikan laporan nihil:
Ç Kepada PPATK utk DPPSPM
Ç Kepada Kepolisian utk DTTOT

laporan Pemblokiran secara serta merta 
wajib ditembuskan kepada OJK melalui 
SIGAP

9

menyampaikan laporan Pemblokiran 
secara serta merta dengan melampirkan 
berita acara Pemblokiran secara serta 
merta tanpa penundaan:
Ç Kepada PPATK utk DPPSPM
Ç Kepada Kepolisian utk DTTOT

Pasal 53 ayat (7) s.d. (10) POJK 8/2023



Tata Cara Pelaporan PJK melalui SIGAP
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Pengembangan SIGAP atas Temuan MER APG
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SIGAPdapat menjadi salah
satusolusidalammenjawab
temuanMERtersebut.

Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT)

Å Rekomendasi FATF No. 6
Å United Nation Security Council Resolution (UNSCR) 1267 dan 

1373

Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Å Rekomendasi FATF No. 7
Å United Nation Security Council Resolution (UNSCR) 1540, 

1718, 2375 dan 2231

Harus menerapkan Prinsip Freezing Without Delay

PenyampaianDTTOTdan Daftar
Pendanaan Proliferasi Senjata
Pemusnah Massal masih
dianggap tidak efektif karena
masihterdapatdelay.

TEMUAN MER

Mutual EvaluationReviewAPGdilaksanakanpadatahun 2017yangmenilai ketaatanIndonesiaterhadappenerapanprogramAPU
PPTbaik dari sisikecukupanperaturandan efektivitaspenerapannya. Terdapatsalahsatu temuan dari sisiefektivitaspencegahan
pendanaanterorisme(DTTOTdanDaftarPendanaanProliferasiSenjataPemusnahMassal)

Dalam hal ini, SIGAPmendukung pula
pemeliharaan statistik berdasarkan
RekomendasiFATF33ςStatisticsterkait
Properti/asetyangdiblokir dandisita;



Laporan Berdasarkan SEOJK DTTOT dan SEOJK Proliferasi
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Mekanisme Pertukaran Informasi terkait DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi 
Senjata Pemusnah Massal

Informasidisampaikanmelalui SIGAPkepadaalamat email baru (registrasibaru
emailperusahaan)untuk memitigasirisikotidakditerimanyaemailperseorangan.
Terdapatnotifikasilangsungkepadaemailyangtelahdiregistrasikan.

Laporandari PJKkepadaOJKsebagaitembusan(pemblokiransecarasertamerta
danlaporannihil) disampaikanmelaluiSIGAP(melaluimekanismeupload).
Monitoring laporansebagaibahanpengawasandapatdilihat melaluiSIGAP.

OJK ke PJK

PJK ke OJK



LoginSIGAP
22



Alamat SIGAP

https://sigap.ojk.go.id/

Tampilanterbaikdenganmenggunakan: 
Google Chrome & Mozilla Firefox
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Halaman Login

Tampilanhalamanlogin 
setelahmengakses

https://sigap.ojk.go.id



Halaman Login

Lakukaninput username 
dan password

Kliklogin

1

2



Halaman Beranda

Tampilanhalaman
berandaSIGAP setelah

user berhasilmelakukan
login



PerubahanPassword
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PerubahanPassword

Lakukanperubahanpassword 
ǇŀŘŀ ƳŜƴǳ άGantitŀǎǎǿƻǊŘέ



PerubahanPassword

Lakukanpengisianpassword lama, password 
baru, dan konfirmasipassword baru

Pastikanbahwapenulisanpassword pada 
bagianάtŀǎǎǿƻǊŘ Baruέ Řŀƴ άKonfirmasi

Password Baruέ telahsama

1

2

KlikSimpan
3



PerubahanPassword

Sistem akanmemberikannotifikasijika
perubahanpassword telahberhasildilakukan



PerubahanProfil
31



PerubahanProfil

Lakukanperubahanprofil pada 
ƳŜƴǳ άProfilPenggunaέ



Lakukanperubahanpada data informasiPJK 
dan profil pada SIGAP

PJK wajibmelakukaninputalamate-mailPIC 
yang valid pada saatmelakukanperubahan

profil, mengingatnotifikasiterkaitSIGAP akan
disampaikanmelaluie-mail

1

2

KlikAjukanPerubahan
3

PerubahanProfil



Informasi PJK

NamaPJK NamaPJKakanmunculsecaraotomatispadabagianini.

IDSIPO Tidakdapatdiubah(sesuaidenganinformasiyangtercantumpadaSIPO).

NPWP DiisidenganNPWPperusahaan.

Website Diisidenganalamatwebsiteperusahaan.

E-mail Diisidenganalamate-mail hotlineperusahaan.

NamaInisialPJK DiisidengannamainisialPJK(apabilaadasingkatan).

Alamat,Provinsi,

Kota,Kodepos

Diisidengandetail alamatkantorpusat.

Telepon Diisidengannomor teleponbagianAPU-PPT.

Faksimile Diisidengannomor faksimilebagianAPU-PPT.

NamaPIC
DiisidengannamaPIC(perorangan)atau bagianyangin-chargeataspengelolaaninformasi
padaSIGAP.

E-mail PIC

Diisi dengan e-mail PICbagian yang in-charge atas pengelolaaninformasi pada SIGAP.
Adapundihimbauagare-mail yangdidaftarkanadalahe-mail group, e-mail dari unit yang
menanganiprogram APU PPT,atau e-mail dari PICyang menanganiprogram APU PPT
namunharusdipastikanbahwaPICdimaksudadalahyangberstatusaktif.

Informasi Profil PJK



Sistem akanmemberikannotifikasijikaproses 
pengajuanperubahanprofil berhasil

dilakukan

PerubahanProfil



TindakLanjutatas
Daftar TerdugaTeroris
dan OrganisasiTeroris
(DTTOT)

36



01. NotifikasiEmail atasadanyaDTTOT

SIGAP akanmengirimkannotifikasiatasadanyaDTTOT barukeEmail PIC PJK terdaftar.



02. Aksesmodul TindakLanjutatasDTTOT

Pilih menu Data terkait APU PPT Ą Tindak LanjutatasDaftar TerdugaTeroris& OrganisasiTeroris



02. Aksesmodul TindakLanjutatasDTTOT

HalamanutamamodulTindak LanjutatasDTTOT

Status Penyampaian : Hijaumenandakantelahditindaklanjuti. Merah menandakanbelumditindaklanjuti.

JenisLaporan : BerisiάLaporanbƛƘƛƭέ atauάLaporanPemblokiranέΦ

DokumenPendukung : BerkasinformasiDTTOT dari KepolisianRI (besertasuratpenyampaiandariOJK kePJK).

UnduhLaporan : Dokumentindaklanjut yang telahdiunggaholeh PJK.

Feedback OJK : Berisicatatan/feedback dari OJK ataspenyampaianlaporanDTTOT.



03. Proses Tindak LanjutDTTOT

1. Klik pada salah satu

nomor DTTOT

2. Klik icon pensil untuk

menindaklanjuti



03. Proses Tindak LanjutDTTOT

Pop -up panel untuk proses 

tindak lanjut DTTOT

JenisLaporan : BerisiάLaporanbƛƘƛƭέ atauάLaporanPemblokiranέ

UnduhTemplate Laporan : Bagianuntukmengunduh/download template laporansesuaiketentuanOJK

UnggahLaporan : Bagianuntukmenggunggah/upload laporan



04. Format LaporanNihil/ Pemblokiran

Telah disediakan format laporan berdasarkan SEOJK yang berlaku , untuk mempermudah PJK 

dalam menyusun laporan tindak lanjut .

Data -data yang diperlukan dalam pengisian format laporan dapat diakses oleh PJK pada 

bagian òDokumen Pendukung ó. 



05. a) Tindak LanjutDTTOT untuk JenisLaporanNihil

2. Pilih jenislaporanάbƛƘƛƭέ

3. Unggahlaporan
hasilscan dalam
bentuk.pdf

1. UnduhdokumenDTTOT

4. KlikSimpan

Zip hasiluntuh dokumen



05. b) Tindak LanjutDTTOT untuk JenisLaporanPemblokiran

Penambahan field pengisian 
atasinformasiάLaporan
Pemblokiranέ

JenisPemblokiranmelalui
άJumlahbƻƳƛƴŀƭέ

JenisPemblokiranmelalui
άAsetyang diblokirέ

Terdapatbeberapainformasitambahanyang perludiisioleh PJK untukpemilihanjenisLaporanPemblokiran

4. KlikSimpan



05. c) Tindak LanjutDTTOT untuk LaporanGabungan

Penambahanpilihanjenis
laporangabunganjika ingin
dilakukanpelaporansekaligus

DapatdilakukanpenyampaianlaporanuntukPJK yang memiliki2 jenisuser (misalnyaBank Umumdan Bank 
Kustodian)

KlikSimpan



06. PemberianάCŜŜŘōŀŎƪέ dari OJK kepadaPJK

TerdapatkolomFeedback OJK, 
sebagaimedia untuk
menyampaikanhasilevaluasiatas
laporanyang PJK kirim

Informasi push mail kePJK 
terkait adanyafeedback 
DTTOT dariOJK.



07. Tanda TerimaLaporan

Terdapatfitur unduh
Tanda Terima, sebagai
bukti lapordariPJK

Informasi push mail kePJK 
terkait tandaterima laporan



TindakLanjutatas
Daftar Pendanaan
ProliferasiSenjata
PemusnahMassal
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01. NotifikasiEmail atasadanyaDaftar Proliferasi

SIGAP akanmengirimkannotifikasiatasadanyaDaftar ProliferasibarukeEmail PIC PJK terdaftar.



02. Aksesmodul TindakLanjutatasDaftar Proliferasi

Pilih menu Data terkait APU PPT Ą Tindak LanjutatasDaftar PendanaanProliferasi



02. Aksesmodul TindakLanjutatasDaftar Proliferasi

HalamanutamamodulTindak LanjutatasDaftar Proliferasi

Status Penyampaian : Hijaumenandakantelahditindaklanjuti. Merah menandakanbelumditindaklanjuti.

JenisLaporan : BerisiάLaporanbƛƘƛƭέ atauάLaporanPemblokiranέΦ

DokumenPendukung : BerkasinformasiDaftar Proliferasidari PPATK (besertasuratpenyampaiandari OJK kePJK).

UnduhLaporan : Dokumentindaklanjut yang telahdiunggaholeh PJK.

Feedback OJK : Berisicatatan/feedback dari OJK ataspenyampaianlaporanDaftar Proliferasi.



03. Proses Tindak LanjutDaftar Proliferasi

1. Klik pada salah satu

nomor Proliferasi

2. Klik icon pensil untuk

menindaklanjuti



03. Proses Tindak LanjutDaftar Proliferasi

Pop -up panel untuk proses 

tindak lanjut Daftar 

Proliferasi

JenisLaporan : BerisiάLaporanbƛƘƛƭέ atauάLaporanPemblokiranέ

UnduhTemplate Laporan : Bagianuntukmengunduh/download template laporansesuaiketentuanOJK

UnggahLaporan : Bagianuntukmenggunggah/upload laporan



04. Format LaporanNihil/ Pemblokiran

Telah disediakan format laporan berdasarkan SEOJK yang berlaku , untuk mempermudah PJK 

dalam menyusun laporan tindak lanjut .

Data -data yang diperlukan dalam pengisian format laporan dapat diakses oleh PJK pada 

bagian òDokumen Pendukung ó. 



05. a) Tindak LanjutDaftar Proliferasiuntuk JenisLaporanNihil

2. Pilih jenislaporanάbƛƘƛƭέ

3. Unggahlaporan
hasilscan dalam
bentuk.pdf

1. UnduhdokumenProliferasi

4. KlikSimpan

Zip hasiluntuh dokumen


